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Pembentukan Daerah-da r Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah Be · ta Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

eraturan Bupati tentang Tata 

Dewan Pengawas dan Calon 

aan Daerah Bank Perkreditan 

ten Wonogiri; 

Tahun 1950 tentang 

huruf a, perlu menetapkan 

Cara Seleksi Calon Anggo 

Anggota Direksi Pada Perus 

Rakyat Giri Sukadana Kabu 

1. Undang-Undang Nomo Mengingat 

Menirnbang : a. bahwa daJam rangka me tata keJoJa Perusahaan 

Daerah yang baik, maka per diatur tata cara seleksi Calon 

Anggota De Nan Pengawas d n Calon Anggota Direkrur pada 

Perusahaan Daerah Bank P kreditan Rakyat Giri Sukadana 

Kabupatcn Wonogii i, 

b. bahwa berdasarkan pertim angan sebagaimana dimaksud 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA G MAHA ESA 
I 

TATA CARA SELE 

CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DA CALON ANGGOTA DIREKSI 

PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRE ITAN RA~-YAT GIRI SUKADANA 

TENT ANG 

I 
PERATURAN BUPATI W 

NOMOR 39 TAHUN 2019 

BUPATI WONQGI 

PROVINS! JA WA TE 



Tingkat II Wonogiri (Lemb Kabupaten Wonogiri 
Tahun 1997 Nomor 11) se agaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupate Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang 
Perusahaan Daerah Bank P rkreditan Rakyat Giri Sukadana 
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonogiri n 2008 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupate Wonogiri Nomor 83); 

Tingkat II Wonogiri II Peraturan Daerah Kabupa 
Nomor 16 Tahun 1996 te tang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah 

6. 

Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Pengawas Atau AnggoJ. omisaris dan Anggota Direksi 
Badan Usaha Milik Da rah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 N m r 700); 

5. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 
tentang Tata Cara Pembina dan Pengawasan Perusahaan 
Daerah di Lingkungan Peme · tah Daerah; 

II Republik Indonesia Nomor 6 73); 

Usaha Milik Daerah (Lemb an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

3. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2tt4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir de gan Undang-Undang Nomor 9 II 

Tahun 2015 ten tang Perub an Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 en tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 

5679); I I 
Peraturan Pemerintah Nome 54 Tahun 2017 ten tang Sadan 



kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Wono 

4. Perusahaan Daerah Bank Pe editan Rakyat Giri Sukadana 

Kabupaten Wonogiri yang se jutnya disebut PD. BPR Giri 

Sukaclana adalah Peruaaha 1 Daerah yang kepernilikan 

modalnya seratus persen milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wunugiri . 

5. Dewan Pengawas adalah org PD. BPR Giri Sukadana yang 

bertugas melakukan pengaw san <lan rnernberikan nasihat 

kepada Direksi dalam menj ankan kegiatan pengurusan 

perusahaan Daer ah. 

6. Direksi adalah organ PD. BPR Giri Sukadana yang 

bertanggurigjawab at.as peng r usan PD. BPR Giri Suka<laua 

untuk kepentingan dan tuju PD. BPR Giri Sukadana serta 

rnewakili PD. BPR Giri Suka<l 1a baik dalarn rnaupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ket ntuan anggaran dasar. 

7. Penjaringan a<lalah suatu pay a yang <lilakukan untuk 

mendapatkan Bakal Calon ggota Dewan Pengawas dan 

Bakal Calun Anggula Direks PD. BPR Giri Suka<lana yang 

dapat mengikuti penyaringan 

urusan erintahan rnenjadi yang pelaksanaan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang · aksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wo iogiri. 

2. Pernerintah Daerah adalap epala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pernerintdha Daerah yang memlmpin 

UMUM 

PA.DA PERUSAHAAN DAERAH ftAN PERKREDITAN RAKYAT GIRI 

SUKADANA KABUPATEN WONOGI 

SELEKSJ CALON 

CALON ANGGOTA DIREKSI 

Menetapkan : PERATURAN BUPATJ 

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS D 



Penjaringan clan UK.K Calon Anggula Dewan Pengawas dan 

Calon Anggota Direksi. 

elaksanakan proses kegiatan adalah ( 1) Maksud seleksi 

ah nama - nama yang telah 14. Calon Anggota Direksi 

mengikuti UKK. 

fungsi dan keahlian melakukan proses penilaian, 

mempunyai lisensi atau se tifikasi apabila dipersyaratkan 

untuk. menjalankan profesir ya, mempunyai reputasi baik, 

untuk melakukan prose p nilaian terhadap Sakal Calon 

Anggota Dewan Pengawa Bakal Calon Anggota Direksi 

PD. BPR Giri Sukadana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

11. Bakal Calon Anggota Dew Pengawas adalah seseorang 

yang dengan sadar mendaft menjadi Calon Anggota Dewan 

Pengawas dan mengikuti pro es penjaringan. 

12. Bakal Calon Anggota Direks adalah seseorang yang dengan 

sadar mendaftar rnenjadi Calon Anggota Direksi dan 

mengikuti proses penjaring 

13. Calon Anggota Dewan Peng was adalah nama - nama yang 

telah mengikuti UKK. 

9. Uji Kelayakan dan Kepatu 

UKK adalah proses untuk 

kepatulan seseorang 

Dewan Pengawas dan 

Sukadana. 

10. Lembaga Profesional adal badan hukum yang memiliki 

yang selanjutnya disingkat 

enentukan kelayakan dan 

k menjabat sebagai anggota 

ggota Direksi PD. BPR Giri 

8. Panitia Seleksi adalah itia yang dibentuk untuk 

melakukan seleksi Bakal on Anggota Dewan Pengawas 

dan Bakal Calon Anggota Di ksi sampai pengangkatan oleh 

Bupati. 



II 

anggota legislatif. 

dan/ atau calon Daerah atau calon 

atau Komisaris yang menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin inyatakan pailit; 

k. tidak sedang menjalani sank i pidana; 

1. lulus UKK. yang dilaksanakr olch Lembaga Profcsional yang 

ditunjuk oleh Panitia Sel1ksi 

m. bcrscdia mengikuti program ertifikasi Dewan Pcngawas; dan 

n. tidak sedang menjadi pen s partai politik, calon kepala 

Dircksi, Dewan Pcngawas, tidak pcrnah menjadi J. 

mclaksanakan pclayanan pu lik; 

1. tidak pernah dinyatakan pail t; 

yang tidak bertugas 

mernaj ukan dan mengernban kan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

d. mernahami manajernen pert, sahaan yang berkaitan dengan 

salah satu fungsi manajeme ; 

e. menyediakan wakl.u yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya; 

f. berijazah paling rendah S- [strata satu]; 

g. berusia berusia paling tin 60 (enam puluh) tahun pada 

saat mcndaftar pcrlama 

h. pejabat Pemerintah 

Syarat untuk dapat diangkat 

se bagai berik u l : 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. merniliki keahlian, integnita , kepernimpinan, pengalaman, 

jujur, perilaku yang baik, an dedikasi yang linggi untuk 

anggota Dewan Pengawas 

~/\B 111 
DEWAN p GAWAS 

3 

(2) Tujuan seleksi adalah mend patkan Calon Anggota Dewan 

Pengawas dan Calon Anggota ireksi untuk diusulkan kepada 

Bupati. 



anggota legislatif. 

dan/ atau calon Daerah atau calon 

yang merugikan keuangan n gara atau keuangan daerah; 

m. tidak sedang menjalani sank i pidana; dan 

n. tidak sedang s partai politik, calon kepala 

yang dinyatakan 

adan usaha yang dipimpin 
Pengawas, 

bersalah menyebabkan 

dinyatakan pailit; 

tidak pernah dihukum pidana 1. 

J. 

l. bersedia bekerja penuh wakt 
lulus UKK yang dilaksan1 oleh Lembaga Profesiona1 yang 

ditunjuk oleh Panitia Seleksi. 

k. tidak pernah menjadi angg ta Direksi, anggota Dewan 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas kepemimpinan, pengalaman, 

jujur, perilaku yang baik, d dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengemban 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

d. memahami manajemen p ru ahaan, 

e. memiliki pengetahuan Y8J!lg memadai di bidang usaha 

perusahaan; 

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 

g. pengalaman kerja minim 5 (lima) tahun di bidang 

manajerial perusahaan be badan hukum dan pemah 

memimpin tim; 

h. berusia paling rendah 35 (tig puluh lima) tahun dan paling 

tinggi 55 [lima puluh lima tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 

Pasal4 

Syarat untuk dapat diangkat se agai anggota Direksi sebagai 

berikut: 

RAB 
DIR~K UR 



(1) Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan 

Bakal Calon Anggola Direk i melalui tahapan proses kegiatan 

yang mencakup: 

11 

Direksi pada PD. BPR Giri Suka ana. 

Dalam melakukan seleksi, Pani a Seleksi melakukan Penjaringan 

Bakal Calon Anggola Dewan Pe gawas dan Bakal Calon Anggota 

VT 

Perundang-undangan d / atau kebijakan Pemerintah. 

(3) Panitia Seleksi ditetapkan d ngan Keputusan Bupati. 

I I 

Anggota Dewan Pengawas dan 

Giri Sukadana terpilih untuk 

sesuai dengan ketehtuan 

Anggota Direksi; dan 

g. menindaklanjuti Calon 

Calon Direksi PD. BP 

diproses lebih lanj 

c. membentuk tim atau 

untuk melakukan UKK; 

d. menentukan formulasi p nilaian UKK; 

e. menetapkan hasil penil 
f. ota Dewan Pengawas dan Calon 

enunjuk Lembaga Profesional 

(2) Panitia Seleksi bertugas : 
a. menentukan jadwal wak pelaksanaan; 

b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan 

Pengawas dan Sakal Cal n Anggota Direksi pada PD, BPR 

Giri Sukadana; 

(1) Panitia Seleksi berjuml 

beranggotakan: 
a. perangkatdaerah;dan 
b. unsur independen dan/a u perguruan tinggi. 

ganjil dan paling sedikit 



1. psikotcs; 

2. ujian tertulis keahli 

3. penulisan makalah st ategi pengawasan; 

4. presentasi makalah s ategi pengawasan; dan 

5. wawancara. 

( 1) Peserta yang telah lolo seleksi administrasi berhak 

mcngikuti UKK Calon Ah ta Dewan Pcngawas dan Calon 

Anggota Direksi. 
(2) UKK scbagaimana dimaksu pada ayat (1) tcrdiri dari: 

a. Calon Anggota Dewan P ngawas. 

f. bentuk atau jenis dan apan UKK; 

g. alamat dan tempat penye enggaraan UKK; 

h. jadwal pelaksanaan uki<.; dan 

1. hari dan tanggal pengum an hasil U KK. 

(3) Hasil seleksi dilaporkan Rep da Bupati. 

man pelamar yang lolos seleksi 

engikuti UKK; 

11 

waktu akhir (penutupan] lamaran hingga 

penerimaan berkas lamar 

d. hari dan tanggal selek i a 

e. hari dan tanggal pengum 

administrasi dan berhhk 

c. waktu dan periode pe sukan berkas lamaran mulai 

hari, tanggal, bukaan penerimaan bJrkas 

11 

akan mengajukan berkas 

b. alamat dan tempat lamar ditujukan; 

paling sedikit memuat: 
a. persyaratan yang harus · penuhi bagi para pelamar yang 

mengikuti UKK; dan 

e. pemanggilan peserta u.ptu mengikuti UKK. 
Pengumuman se bagaimana imaksud pada ayat ( 1) huruf a (2) 

11 

a. pengumuman kekosong Anggota Dewan Pengawas dan 

Anggota Direksi; 

b. penerimaan berkas lamar 

c. seleksi administrasi; 
d. pengumuman yang lolos tes seleksi administrasi unruk 



PBSd I I 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 17 T· hun 2017 lenlang Tata Cara 

Penjaringan dan Penyaringan C on Direksi Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyal Gfri ukadana Kabupalen Wonogiri 

(Berita Daerah Kabupaten Wo Tahun 2017 Nomor 18) 

dicabut dan dinyalakan Lidak ber aku. 

KETENTUA 

n 

BAB VlT 

L~IN- AIN 
Pasd 10 

Hal-hal teknis yang belum dia ur alam Peraturan Bupati ini akan 

diatur lebih lanj ul oleh Panilia Se 

Pas· 9 

(1) Pelaksanaan UKK akan dilaksanakan oleh Lembaga 

Profesiorial. 
(2) Lembaga Profesional sebag mana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas : 
a. melaksanakan pros1s UKK berdasarkan indikator 

penilaian UKK sesuai per Luran perundang- undangan 

b. menetapkan hasil penilai UKK; dan 
c. menyampaikan hasil pen· aian kepada Panilia Seleksi. 

(3) Lembaga Profesional sebag mana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputus: 

b. Calon Anggota Direksi. 

1. psikotes; 

2. ujian tertulis keahlian; 
3. penulisan makalah dan rencana bisnis; 

4. presentasi makalah d rencana bisnis; dan 

5. wawancara. 



AHUN 2019 NO MOR 39 

__....,--.L_, BUPATI WONOGIRit 

r 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 21 A gust us 201 9 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 21 Agustus 2019 
SEKRETARlS DAERAH 

~====~~UPATEN ONOGIRI, 

' .. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan pene patannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Wonogiri. 

pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berl 

Pasal 12 


